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ABSTRAK

Selam§ dcngan pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan akan tanah pun
semakin meningkat, sehingga potensi terjadinya sengketa tansh semakin besar. Maka
dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu “ Penyelesaianan Sengketa
P?rumahan Secara Non-Litigasi Oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan
Ihir”. prusan masalsh dari penulisan skripsi ini adalah 1) Apakah prosedur
pc.:nyclcsa!.an sengketa non-litigasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan
Ilir sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, 2) Apakah kendala saat
. melakukan penyelesaian sengketa tanah olch Badan Pertanahan Nasional Kab. Ogan
llir. Metode pendekatan yang digunakan delam penelitian ini adalah pendekatan
statute approach yang didukung dengan pendekatan empiris dan pendekatan
sosiologis. Prosedur yang dilakuken oleh Badan Pertanshan Nasionl secara
keseluruhan dari persiapan sampai pelaksanaan mediasi sesuai dengan pedoman
PERMEN ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1] Tahun 2016 Tentang
Penyelesaian Kasus Pertanahan. Terdapat kendala dalam pelaksanacn mediasi yaitu
pelaksanaan internal dan cksternal. Kendala intemal yaitu para pihak tetap pada
pendirian masing-masing dan terjadinya adu mulut antar pihak, sedangkan kendala
eksternal yaitu kurany jelasnya patok tanah, para pihak hanya memiliki alas hak
sepuh yang pemilik pertamanya telah meninggal sehingga sulit untuk
mengidentifikasi lokasi patok tanah.
Kata Kunci : Sengketa Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Mediasi.
Indralaya,  Maret 2022
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ABSTRACT

In harmony with rapid population growth, the need for land increases, so the potential
for land disputes increases. Thus the study's title is "non-litigated land disputes in
non-litigation by the ogan ilir county national lands agency.” The problem with
writing is 1) whether non-litigation solution procedure by ogan ilir national lands
agency in accordance with existing regulations of the law, 2) isa obstacle in the way
of settling land disputes by the kab national property agency. [lir ogan. The approach
approach used in the study is the approach approach approach spproach supported by
an empirical and sociological approach. The procedure taken by the national
commonwealth council ona whole from preparation to mediation in accordance with
the atr/head of the national reserve of ri no. 11 in 2016 on the completion of the land
case. There are constraints in mediation, intemal and external implementation. It was
difficuit to identify the location of the landings that had been fixed between the two
sides in the first half of this country.
Key words: land dispute, national estates, mediation.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Tanah memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia.

Setiap orang memerlukan tanah bukan hanya untuk perihal kehidupan, bahkan
untuk perihal matipun manusia tetap memerlukan tanah.! Seperti yang kita
ketahui, luas tanah dibumi sangat terbatas, sedangkan jumlah manusia dari tahun
ketahun terus bertambah pesat, akibatnya kebutuhan akan tanah pun semakin
meningkat, sehingga semakin hari tanah seolah-olah semakin sempit. Tidak
seimbangnya antara kebutuhan tanah dengan ketersediaan luas tanah
mengakibatkan timbulnya berbagai macam persoalan terhadap tanah tersebut.
Dalam kehidupan manusia tanah memiliki peran sebagai induk dari
segala kebutuhan pokok terlepas dari sandang dan pangan. Tanah juga memiliki
nilai harta permanen, yaitu sebagai harta yang memiliki nilai ekonomis yang
berkelanjutan untuk kehidupan yang akan datang serta juga memiliki nilai lain
yang dapat menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi,
meskipun kebutuhan tanah sangat penting bagi masyarakat namun untuk dapat
menguasai tanah tidak dapat dilakukan secara instan, karena sudah diterangkan
dan dijelaskan arti penting serta batas tanah bagi masyarakat dan negara yang

tercantumkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yaitu: “Bumi,

1 R. Soehadi, Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah berlakunya UUPA. (Karya Anda:
Surabaya 1986), him. 14.



air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang lebih
berorientasi kepada kesejahteraan umum sesuai dengan Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945, maka dari itu pemerintah akan memasuki
hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik sebagai orang-perorangan
maupun sebagai masyarakat. Di samping itu, masyarakat ingin selalu
mempertahankan hak-haknya sedangkan pemerintah bertugas untuk menjamin
terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar dapat
tercapainya suatu keharmonisan di dalam masyarakat maka sangat diperlukan
adanya suatu perlindungan dalam penyelenggaraan kepentingan masyarakat
tersebut. Untuk melaksanakan perlindungan kepentingan masyarakat tersebut
maka diperlukan suatu alat sebagai pedoman, kaidah atau standar yang dipatuhi
masyarakat.

Semakin maju sebuah negara maka kebutuhan akan tanah semakin
meningkat, karena lahan tanah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi
masyarakat, sehingga lahan tanah semakin lama akan semakin sempit, sedangkan
permintaan tanah semakin bertambah. Ketidakseimbangan antara persediaan
lahan tanah dengan kebutuhan akan tanah ini dapat menimbulkan permasalahan
bahkan dapat memicu terjadinya suatu sengketa.

Masalah pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang bersifat

sangat sensitif dan rumit, karena terdapat aspek kehidupan yang terkandung



didalamnya baik itu aspek sosial, ekonomi, politis serta psikologis dan lain-
lainnya. Sengketa pertanahan adalah isu yang selalu muncul dan aktual dari masa
ke masa, seiring dengan bertambahnya  penduduk dan perkembangan
pembangunan serta mudahnya akses masyarakat untuk memperoleh tanah
sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Sebagaimana tercantum dalam
Pasal 1 Ayat (1) angka 2 PERMEN No 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaiaan
Sengketa Tanah, Sengketa Tanah yang selanjutnya disebut Sengketa adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga
yang tidak berdampak luas.?

Saat ini masih banyak masyarakat yang mengklaim tanah sebagai hak
milik, yang pada dasarnya tanah tersebut milik orang lain yang memiliki bukti
kepemilikan berupa sertifikat hak milik yang sah. Tak jarang juga terdapat
tumpang tindih sertifikat hak milik, yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah
bahkan terjadi konflik antara para pihak. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat
masih banyak yang tidak memahami pentingnya suatu bukti kepemilikan berupa
sertifikat hak milik.

Kebutuhan akan tanah tersebut di atas semakin meningkat khususnya
diwilayah Kabupaten Ogan Ilir, maka diperlukan adanya koordinasi antar kantor
aparatur sipil negara baik dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi,

Kabupaten/kota, dengan Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah

2 PERMEN No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 Ayat
).



Kabupaten/Kota. Pemerintah dengan kewenangannya dapat mengeluarkan
ataupun mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pertanahan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Dengan dilakukannya hal tersebut,
maka akan memungkinkan dapat mencegah dan mengurangi terjadinya konflik
dan sengketa pertanahan di masyarakat.

Sengketa hukum muncul apabila ada pihak yang melakukan pengaduan
berisi tentang tuntutan-tuntutan dan keberatan-keberatan terhadap hak dengan
harapan dapat memperoleh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku. Sengketa tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak
merasa berhak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Secara umum,
sengketa tanah yang terjadi di masyarakat timbul karena adanya berbagai faktor,
faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut.®

a. Peraturan yang belum lengkap;

b. Ketidaksesuaian peraturan;

c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan

jumlah tanah yang tersedia;

d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;

@

Data tanah yang keliru;

3 Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan. (Kompas Gramedia: 2008), him. 38.



f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan

sengketa tanah;

g. Transaksi tanah yang keliru;

h. Ulah pemohon hak; atau

i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang

tindih kewenangan.

Sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia juga memiliki beberapa
Klasifikasi permasalahan, terdapat 4 klasifikasi permasalahan, yaitu sebagai
berikut.*

a. Pengakuan kepemilikan atas tanah;

b. Peralihan hak atas tanah;

c. Pembebanan hak; dan

d. Pendudukan eks tanah partikelir.

Sedangkan menurut Kepala BPN Pusat, ada tiga hal utama yang menjadi

peyebab terjadinya sengketa tanah, yakni;

a. Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya
adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki

sertifikat masing-masing;

4 Abdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria. (Bandung: Alumni,1995),
him. 85.



b. Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan
dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian
maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara
ekonomi, poltis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat kecil,
Khususnya petani atau penggarap tanah memikul beban palig berat.
Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan
ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama
pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat
adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.

c. Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti
formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah.
Akibatnya, secara legal (de jure), kemungkinan banyak tanah
bersertifikt dimiliki oleh perusahaan atau pra pemodal besar, karena
mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah, tetapi
tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian
orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan
sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang
harus dicarikan solusinya. Kenapa demikian? karena sengketa tanah
sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama.
Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan.

Suatu sengketa kadang kala menjadi hal yang tabu dibicarakan secara

terbuka di dalam masyarakat, karena dapat memicu perselisihan dan perdebatan.



Dikatakan tabu karena secara naluriah tidak ada seorangpun yang menginginkan
terjadinya suatu sengketa. Namun, dari hal tersebut meskipun seberapa keras
untuk menghindari sengketa pasti akan selalu muncul meskipn dalam kadar
“keseriusan” yang berbeda-beda. Setiap perselisihan ataupun sengketa yang
terjadi di dalam anggota masyarakat pada umumnya akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat guna menjaga sifat kekeluargaan antar anggota
masyarakat. Pengadilan sebagai salah satu sarana peyelesaian sengketa yang
paling dikenal, namun sering kali selalu dihindari oleh masyarakat karena proses
dan jangka waktu yang ditempuh relatif lama dan cenderung berlarut-larut.
Sering kali terjadi oknum-oknum yang mempersulit proses dalam pencarian
keadilan, sehingga peradilan di Indonesia saat ini sering dianggap kurang dapat
memenuhi rasa keadilan.

Untuk itu diperlukan upaya penyelesaian sengketa tanah dengan cepat
untuk menghindari penumpukan sengketa tanah yang dapat merugikan
masyarakat itu sendiri, misalnya tanah yang tidak dapat digunakan karena tanah
tersebut sedang dalam sengketa.® Perdamaian merupakan salah satu sistem
alternative dispute resolution (ADR) yang ada dalam dasar negara yakni
pancasila dimana didalamnya terkandung makna tersirat asas penyelesaian
sengketa merupakan musyawarah dan mufakat, hal tersebut juga tercantum

dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hukum tertulis lain yang

> Gunawan Wirdi, Masalah Pembaruan Agraria: Dampak Land Reform Terhadap
Perekonomian Negara. (t.p. 2001), him. 4



juga mengatur tentang perdamaian adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada penjelasan Pasal 3, yang menyatakan
bahwa: “Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau
memalui wasit tetap diperbolehkan”.

Namun, saat ini telah diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 dalam bab XII Pasal 58 sampai pasal 61 memuat ketentuan tentang
diperbolehkannya melakukan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan
melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang lainnya, yang telah
disepakati oleh para pihak seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta
penilaian ahli.

Sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentu
memiliki suatu perbedaan antara penyelesaian sengketa secara alternative dispute
resolution (ADR) dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum. Terdapat
kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian sengketa secara ADR yang
menjadi pembeda antara kedua bentuk penyelesaian sengketa di atas, yakni
sebagai berikut:

Kelebihan dalam penyelesaian sengketa secara ADR :

1. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup (Pasal 27 UU No 30 Tahun

1999);
2. Para pihak dapat menentukan hukum acara arbitrase yang digunakan

dalam pemeriksaan sengketa secara bebas selama tidak bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Pasal 31 UU No 30
Tahun 1999);

3. Waktu penyelesaian sengketa relatif cepat yaitu maksimal 180 hari;

4. Keputusan bersifat final dan mengikat para pihak;

5. Para pihak dengan persetujuan arbitrer dapat menentukan tempat
penyelesaian sengketa; dan

6. Para pihak dapat menunjuk arbitrer.

Sedangkan kekurangan dalam penyelesaian sengketa secara ADR adalah

sebagai berikut.

1. Biaya perkara yang lebih mahal;

2. Lembaga arbitrase tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini
dikarenakan keputusan arbitrase harus diserahkan kepengadilan negeri
agar dapat di eksekusi, hal tersebut secara tidak langsung menunjukan
bahwa daya paksa dalam penyelesaian sengketa secara ADR relatif
rendah.

3. Permasalahan pada subjeknya. Permasalahan ini merujuk pada
pemahaman masyarakat terhadap meyelesaian sengketa secara non
litigasi yang masih sangat minim dan belum dikenal luas serta
rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian
sengketa ini, akibatnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap
peraturan menjadi rendah sehingga hal ini menjadi kelemahan

tersendiri dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi tersebut.
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Dalam melakukan upaya penyelesaian sengketa pertanahan, badan
pertanahan nasional berperan penting dalam menyelesaikan suatu sengketa
pertanahan dengan mengedepankan keadilan, yaitu penyelesaian sengketa
melalui musyawarah atau mediasi dengan hasil akhir yang berprinsip sama-sama
menang (win-win solution) atau disebut juga alternative dispute solution (ADR).
Pada awal pengembangan ADR muncul pemikiran bahwa perlu
mengintegrasikan komponen ADR tersebut kedalam undang-undang mengenai
arbitrase. hal tersebut bermaksud untuk menjadikan ADR sebagai alternatif
penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat berkembang pesat sesuai
dengan tujuannya, pemikiran tersebut antara lain sebagai berikut.®

1. Terdapat peran serta masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya
sendiri;

2. Untuk menumbuhkan rasa pesaingan yang sehat bagi lembaga
peradilan sehingga dapat menggambarkan tingkat kepercayaan
masyarakat;

3. Cara meningkatkan daya saing dalam mengundang penanam modal
ke Indonesia dikarenakan adanya kepastian hukum, termasuk

tersedianya penyelesaian sengketa yang efisien;

®Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum). (Ghalia
Indonesia, t.k. 2000), hIm.106.
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4. lembaga ADR diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian
sengketa dimasyarakat guna meningkatkan citra dan kepercayaan
masyarakat.

Adanya ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa tidak cukup
dengan hanya dukungan musyawarah mufakat, perlu juga pelembagaan dan
pengembangan yang meliputi perundang-undangan sebagai landasan hukum.
Bentuk dan unsur pelembagaan dan pendayagunaan ADR antara lain sebagai
berikut.”’

1. Perangkat Undang-Undang;

2. Sistematisasi yang jelas dan prosedur pendayagunaan;

3. Kebutuhan penyediaan jasa professional;

4. Pemasyarakatan.

Landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa
yakni Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Undang-undang tersebut dapat memberikan kepastian
hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif diluar pengadilan yang
diharapkan berprosedur informal dan efisien.

Maraknya persengketaan tanah dengan berbagai pokok perkara yang
menjadikan tanah sebagai suatu asset yang bernilai tinggi. Dari sekian banyak

kasus pertanahan sangat sedikit masyarakat yang menggunakan prosedur

" 1bid., him. 107.
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penyelesaian sengketa di luar pengadilan, khususnya menggunakan upaya
mediasi. Maka dari itu, melalui tulisan ini penulis ingin menalaah dan meneliti
tentang sengketa pertanahan dengan prosedur penyelesaian sengketa di luar
pengadilan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Dari uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi
dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA
NON-LITIGASI OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN OGAN ILIR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut.

1. Apakah penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi oleh
kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir sesuai
dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ?

2. Apa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan penyelesaian
sengketa pertanahan non-litigasi oleh Kantor Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai

dari penulisan ini adalah.
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1) Untuk menganalisis penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2) Untuk menganlisis hambatan atau kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi oleh

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian akan memiliki nilai bila penelitian tersebut memiliki
manfaat bagi orang lain baik penulis, pembaca ataupun instansi yang terkait yakni

Universitas Sriwjaya.

Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
ilmu pengetahun dibidang hukum, khususnya pengetahuan hukum yang
berkaitan dengan penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi di
Kantor Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini jJuga mempunyai manfaat praktis, antara lain.
1) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya

penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi.
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2) Sebagai bahan referensi untuk instansi pemerintahan yakni Badan
Pertanahan Nasional dalam berupaya menyelesaikan sengketa
pertanahan di masyarakat secara non-litgasi.

3) Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam

memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan penulis uraikan dalam penulisan skripsi
ini adalah hanya terbatas pada penyelesaian sengketa secara non-litigasi di
wilayah hukum kantor pertanahan Kabupaten Ogan Ilir serta hambatan atau
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan

tersebut.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah landasan berfikir dalam melakukan suatu kegiatan
penelitian yang merupakan kumpulan dari berbagai teori-teori yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam penulisan ini

terdapat berbagai teori, yakni sebagai berikut.

1. Teori Kepastian Hukum
Menurut Utrecht, kepastian hukum itu mengandung dua pengertian, yang
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua yaitu
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keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan
adanya aturan yang bersifat umum individu dapat mengetahui apa saja yang
boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.®

Hukum pada hakikatnya bersifat abstrak, meskipun memiliki produk yang
berwujud konkrit, namun persepsi orang-orang mengenai hukum itu berbeda
satu sama lainnya, tergantung dari sudu panjang masing-masing individu.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara
normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatife maksunya
adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena
mengatur secara jelas dan juga logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan
keragu-raguan (multi tafsir) dan logis berarti ia menjadi suatu sistem norma
dengan norma lain yang tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik

norma.

2. Teori Keadilan
Keadilan merupakan tujuan dari adanya kepastian hukum, yang artinya
untuk menjamin suatu kepastian hukum maka tidak boleh terlepas dari suatu
keadilan. Istilah keadilan (lustitia) berasal dari kata adil yang berarti tidak

berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak

8 http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056 File5.pdf, him.16
Diakses pada Tanggal 18 Januari 2021 Pukul 22:43 WIB.



http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5.pdf
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sewenang-wenang.® Adapun pengertian keadilan menurut berbagai ahli filsuf,
yaitu:

Pengertian keadilan menurut sarjana, Aristoteles memberikan dua
pengertian keadilan, yang pertama keadilan adalah suatu tindakan yang
memberikan satu hal kepada seseorang, dimana sesuatu itu memang
merupakan hal dari orang tersebut. Kedua, Keadilan merupakan kelayakan
dalam perbuatan manusia. Kelayakan tersebut berada pada titik tengah
diantara kedua ujung yang cukup ekstrem, sehingga hasilnya tidak berat
sebelah dan juga tidak memihak salah satu ujungnya.®

Hukum negara itu mengabdi pada tujuan negara, yang pada intinya
menjaga dan memberikan kemakmuran serta ketentraman bagi rakyatnya.
Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka harus menegakkan keadilan dan
ketertiban di masyarakat, jika kedua hal tersebut telah terlaksana maka akan
tercapai suatu ketentraman dan kemakmuran, sesuai dengan adagium hukum
“Summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya hukum

yang keras dapat meluki, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.!!

° Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Balai
Pusaka: jakarta, 2001), him. 517.

10 https://www.jurnalponsel.com/pengertian-keadilan/ Diakses pada 18 Januari 2021,
Pukul 13:42 WIB.

1 Dr. Tiar Ramon, “Tentang Keadilan”
https://tiarramon.wordpress.com/2020/04/02/tentang-keadilan/ 2 April 2020, Diakses pada
Tanggal 18 Januari 2021 Pukul 14:50 WIB.
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3. Teori Alternatif Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi telah dikenal dengan sebutan
alternaftif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution
(ADR).!? Berdasarkan UU Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakai para pihak,
yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.® Terdapat banyak keuntungan dalam
penggunaan Alterntif Penyelesaian sengketa (ADR) ini, yaitu kebutuhan
untuk mendapatkan pelayanan hukum yang cepat dan murah namun dapat
memenuhi rasa keadilan para pihak karena hasil akhir yang dicapai oleh para
pihak yang besengketa adalah sebuah penyelesaian yang sama-sama
menguntungkan (win-win solution).!* Namun, disamping itu dasar hukum
dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas dari para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya diluar campur tangan
hakim negara. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 58 Undang-Undang

(13

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman, yakni “ upaya

12 Wiryawan, | Ketut dkk, Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. (Bali: Udaya
University Press, 2010), HIm. 7.

13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka 10.

14 Achmad Romsan, “Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi,
Mediasi dan Arbitrase”, Bagian Hukum Internasional, UNSRI, 2008, him. 3.
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penyelesaian sengketa perdata dapat dapat dilakukan diluar pengadilan negara
memalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa”.
Dalam PERMEN Nomor 11 tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus

Pertanahan terdapat 5 (lima) cara penyelesaian sengketa, yakni:

a. Konsultasi
Sarjana M. Marwan dan Jimmy P dalam buku yang berjudul Kamus
Hukum menjelaskan arti Konsultasi, yaitu sebagai berikut: “Permohonan
nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara
kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada
pihak ketiga™*®

b. Negosiasi
Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui
diskusi  (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang
bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Dalam
praktiknya, negosiasi dilakukan karena dua alasan, yaitu: 1) untuk mencari
sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri misalnya dalam
kasus jual beli, para pihak saling memerlukan untuk menentukan harga; 2)
untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para
pihak.1®

c. Mediasi

15 M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum. (Reality Publisher: 2009), him. 378.
16 RM Gatot P. Soemartono, “Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Arbitrase”, Modul 1, him. 8.
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Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan
pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil
keputusan, gun membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai
penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.t’

d. konsiliasi
Pada dasaarnya konsiliasi hamper sama dengan mediasi, karena di
konsiliasi juga melibatkan pihak ketiga yang netral yang bertugas
membantu para pihak untuk mendapatkan suatu penyelesaian yang sesuai,
disebut sebagai konsiliator.*®

e. Penilaian Ahli
Penilaian ahli merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan
diterima oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian ahli dalam hukum
acara juga dikenal sebagai saksi ahli, yang artinya suatu kesaksian
berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemuan solusi

pada pokok persengketaan.*®

G. Metode Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode

penelitian sebagai berikut:

7 1bid.

18 1bid, him. 9.

19 Idris Talib, “Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi”, Vol. I, No
26, Januari-Maret Tahun 2013, him. 23.
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1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis,
jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan kepada objek
penelitian untuk mendapatkan data yang relevan terkait dengan
penyelesaian sengketa tanah di Kab. Ogan Ilir.

Penelitian ini juga disertai dengan penelitian pusaka (library
research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk
mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang

menjadi bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang
bertujuan untuk mendeskripsikan suatu data yang terkumpul untuk

kemudian di analisis.

3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini ialah
dengan pendekatan statute approach, pendekatan sosiologis serta analisis.
Yang dimaksud dengan pendekatan statute approach yaitu pendekatan
dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan sosiologis yaitu metode

pendekatan yang suatu masalah yang diambil dari peraturan perundang-
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undangan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah penelitian yang

menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada dilapangan terkait

penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kab. Ogan Ilir.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian

lapangan dari beberapa Kantor BPN di Kab. Ogan llir, pihak terkait

yang melakukan mediasi melalui observasi dan wawancara serta

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang

sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan untuk

melengkapi sumber data primer, yakni: Peraturan perundang-undangan

berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan data sekunder adalah

sebagai berikut.

1.

2.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Hukum Perdata;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok Agraria;

Peranturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian

Kasus Pertanahan:;



22

5. undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun1999 Tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
c. Sumber Data Tersier
Sumber data tersier adalah sumber data yang digunakan untuk
mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder terkait
permasalahan yang sedang diteliti, berupa: kamus, jurnal, website serta

sumber lain yang juga berkaitan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Proses penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Adapun

langkah-langkah dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai

berikut.

a. Observasi
Yaitu Pengumpulan data dengan cara mengamati dan meninjau secara
langsung dilokasi penelitian untuk melihat gejala yang tampak pada
objek serta untuk mengetahui suatu kebenaran pada objek penelitian
tersebut.? Dalam hal ini penulis akan mengamati objek penelitian
yang terkait dengan penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di

Kab. Ogan Ilir.

20 https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/, Diakses pada Tang gal 18
Januari 2021 Pukul 21:07 WIB.
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b. Wawancara
Wawancara digunakan untuuk memperoleh informasi yang berkaitan
dengan objek penelitian, dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan
serta meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait agar para
responden dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka dalam
penyelesaian sengketa pertanahan.

c. Dokumentasi
Metode Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data ang
berkaitan dengan objek penelitian, seperti: dokumen, berkas, internet,
hasil fhoto serta literature-literatur lain yang memiliki relevansi

dengan penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode penelitian
kualitatif. Analisis data ini berfungsi untuk menginterpretasikan data-data
yang ada, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu
analisis yang ditujukan pada data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta
atau gejala-gejala yang berlaku.?!Artinya, penelitian kualitatif adalah
penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait agar dapat

dianalisis dan disesuaikan akuratnya data yang satu dengan data yang lain.

2L Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi llmu Hukum.
(Bandung: Mandar Maju,1995), him.99.
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8. Teknik Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan merupakan pengeleburan dari fakta dan analisis yang
dilakukan dengan menggunakan kerangka dan pemikiran.?? Penarikan
kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan cara deduktiif, yakni cara
penarikan kesimpulan yang bersifat konkrit dan khusus terhadap

permasalahan hukum yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

22 Zainun ali, Metode Penelitian Hukum. (Sinar grafika: Jakarta, 2010), him. 47.
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